
 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 66 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2016 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA 

BARAT TAHUN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 
Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 

Tahun 2016 telah disusun Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017; 

b. bahwa   dengan   berakhirnya   Kesepakatan   Bersama   
(MoU)   antara Pemerintah Provinsi Sumatera Sarat 
dengan Universitas Negeri Padang tentang Pelaksanaan   
Ujian   Penyesuaian   Kenaikan   Pangkat,   perlu 
dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan 
Gubernur Sumatera Sarat Nomor 79 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian 
Penyesuaian Kenaikan Pangkat 8agi Pegawai Negeri Sipil  
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Sarat 
dimaksud; 

c. bahwa  dalam  pelaksanaan  Rencana  Kerja  Pemerintah  
Daerah  sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
melakukan penyesuaian terhadap bab II (Evaluasi Hasil 
RKPD Sampai Dengan Triwulan II) dan bab III 
(Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam 
Perubahan RKPD); 

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Permendari Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2017, RKPD Tahun 2017  dapat diubah 
dalam hal  terjadinya perubahan kebijakan dan strategi 
baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah 
daerah yang tidak perlu merubah RPJMD, 
penambahan kegiatan baru  yang  tidak  perlu  merubah  
RPJMD,  dan  terdapat  perubahan  dan  atau 
penambahan program baru pada RPJMD; 



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2017. 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra 
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung  Jawab  
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Tahun 
2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004 tentang   
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   
Pemerintahan   Daerah (Lembaran Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2014   tentang   
Administrasi Pemerintahan   (Lembaran Negara  
Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601), 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  
Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  
Nomor  21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  
2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  
2016  tentang  Pedoman Penyusunan,  Pengendalian  
dan  Evaluasi  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah 
Tahun 2017; 

14. Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  7  
Tahun  2008  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  
Panjang  Daerah  (RPJPD)  Provinsi  Sumatera Barat 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27); 

15. Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat Nomor  10  
Tahun  2008  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  
(Lembaran  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat Tahun 
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Nomor 30); 

16. Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  6  
Tahun  2016  tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 
tahun 2016-2021; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23  TAHUN  2016  
TENTANG  RENCANA  KERJA  PEMERINTAH  DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera 
Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2017 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 



Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam 8erita Daerah Provinsi Sumatera 
Barat. 

 

 
Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 27 Juli 2017 
GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

                 
                                  dto 

 
                IRWAN PRAYITNO 

 
 
Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 27 Juli 2017 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
           SUMATERA BARAT 
 
                       dto        
 
                 ALI ASMAR 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 66 
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